
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR TAHUN 2024 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA MADIUN, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6801);
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3244);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia  Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang

Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan

Penilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 179);

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021   Nomor 63);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036);
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1067);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);

34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);

35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota

Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Madiun    Tahun 2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Madiun Nomor 106);

36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);

37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 46);
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38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Madiun

Tahun 2023 Nomor 3/A);

39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);

40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2023

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota

Madiun Tahun 2023 Nomor 2/A);

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALI KOTA MADIUN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah.
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Pasal 2 

 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut: 

a. Pendapatan   Rp. 1.117.612.130.232,42 

b. Belanja   Rp. 1.194.903.395.527,39 

 Surplus/(Defisit) sebesar (Rp.     77.291.265.294,97) 

c.  Pembiayaan 

 1. Penerimaan Rp.    191.244.870.447,43 

2. Pengeluaran Rp                              0,00 

   Surplus/(Defisit) sebesar Rp.    113.953.605.152,46 

 

Pasal 3 

 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 sebagai berikut: 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  

Rp.28.795.020.724,42 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran pendapatan 

setelah perubahan  Rp. 1.088.817.109.508,00 

2. Realisasi Rp. 1.117.612.130.232,42 

  Selisih Lebih/(Kurang) Rp.      28.795.020.724,42 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

(Rp.85.157.386.427,61) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran belanja setelah 

 perubahan  Rp.  1.280.060.781.955,00  

2. Realisasi Rp.  1.194.903.395.527,39 

 Selisih Lebih/(Kurang) (Rp.      85.157.386.427,61) 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp.113.952.407.152,03 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Surplus/(defisit) setelah  

 Perubahan Anggaran (Rp.    191.243.672.447,00) 

2. Realisasi (Rp.      77.291.265.294,97) 

 Selisih Lebih/(Kurang)  Rp.     131.952.407.152,03 
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d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp.1.198.000,43 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp.    191.243.672.447,00 

2.  Realisasi Rp.    191.244.870.447,43 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp                1.198.000,43  

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 

pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp.   0,00 

2. Realisasi Rp.    0,00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto

sejumlah Rp. 1.198.000,43 dengan rincian sebagai

berikut:

1. Anggaran pembiayaan 

netto setelah perubahan Rp.    191.243.672.447,00 

2. Realisasi Rp.    191.244.870.447,43 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp.               1.198.000,43 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 

Desember 2023 sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.    191.243.672.447,43  

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

sebagai Penerimaan Pembiayaan

Tahun berjalan  (Rp.  191.243.672.447,43) 

c. Jumlah Sub Total Rp.   0,00 

d. Sisa lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SIKPA) Rp. 113.953.605.152,46  

e. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp. 0,00

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.    113.953.605.152,46 
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Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 

per 31 Desember 2023 sebagai berikut: 

a. Jumlah  Aset  Rp.  2.381.738.610.915,86 

b. Jumlah Utang  Rp.       22.524.854.759,67  

c. Jumlah Ekuitas Dana  Rp.  2.806.862.353.839,15 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Laporan

Operasional Rp.  1.167.775.852.624,59 

b. Beban Operasi Rp.  1.137.849.555.033,26 

Surplus/(Defisit) sebesar Rp.       29.926.297.591,33 

c. Surplus (Defisit) dari

1. Sebelum Luar Biasa Rp.    29.473.415.603,33 

2. Pos Luar Biasa (Rp.       1.238.717.822,00) 

Surplus/(Defisit) Laporan 

Operasional sebesar  Rp.   28.234.697.781,33 

Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 

31 Desember 2023 sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari

2023 Rp. 119.817.397.122,23 

b. Saldo kas awal BLUD

Dinas Kesehatan Rp.        6.254.896.034,24 

c. Saldo kas awal BLUD RSUD Rp.      64.695.549.324,61 

d. Saldo kas bendahara

Penerimaan Rp. 10.236.077,00 

e. Saldo kas bendahara

Pengeluaran Rp.         0,00 

f. Saldo kas Lainnya Rp.           465.593.889,35 

g. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.    140.049.918.705,72

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 11  -

h. Arus kas dari aktivitas investasi

aset Non Keuangan (Rp.  217.341.184.000,69) 

i. Arus kas dari aktivitas

pendanaan Rp.   1.198.000,00 

j. Arus kas dari aktivitas

Transitoris (Rp.       592.341.110,00)   

k. Saldo kas akhir per

31 Desember 2023  Rp.   114.554.737.972,46 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2023 sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal   Rp. 2.798.933.012.648,62 

b. Surplus (Defisit) Laporan

Operasional Rp.      28.234.697.781,33 

c. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan

Mendasar Rp.    0,00 

d. Akumulasi Penyusutan

Sampai dengan Tahun 2022  Rp. 0,00 

e. Akumulasi Amortisasi

Sampai dengan Tahun 2022  Rp.  0,00 

f. Lain-lain (Rp.   20.305.356.590,80) 

g. Surplus/(Defisit) Laporan

Operasional sebesar Rp.  2.806.862.353.839,15 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat 

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan. 
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Pasal 10 

Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini terdiri atas: 

a. Lampiran  I : Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran  I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 

Lampiran  I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

Lampiran  I.3 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 

Lampiran  I.4 : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan Beserta Hasil dan 

Sub Kegiatan; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang; 
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j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal; 

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi 

Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pengerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 

Anggaran Berikutnya; 

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah; 

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) 

Badan Usaha Milik Daerah 

/Perusahaan Daerah; 

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan 

Laba/Rugi) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 11 

Wali Kota Madiun menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023. 
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Pasal   12 

Peraturan Daerah ini mu lai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

Ditetapkan di  Madiun 

pada tanggal  

Pj. WALI KOTA MADIUN, 

EDDY SUPRIYANTO 

Diundangkan di Madiun 

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH, 

SOEKO DWI HANDIARTO 

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2024 NOMOR 

PARAF HIERARKI 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI PERTAMA 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 122-9/2024 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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1 Agustus 2024

1/A

ttd

ttd


	2024pd6 - induk
	Raperda Pertanggungjawaban_APBD-2023_Penyesuaian
	Raperda Pertanggungjawaban_APBD-2023_Penyesuaian PENJELASAN
	Binder1
	LAMPIRAN_I Pinal
	LAMPIRAN_I.1_pinal
	LAMPIRAN_I.2_pinal
	LAMPIRAN_I.3_pinal
	1. DINAS PENDIDIKAN
	2. DINAS KESEHATAN
	3. DINAS PEKERJAAN UMUM-editan
	4. DINAS PERUMAHAN-Editan-1-6
	5. SATPOL PP-editan
	6. BPBD-editan
	7. DINAS SOSIAL
	8. DINAS TENAGA KERJA-editan
	9. DINAS KETAHANAN PANGAN-editan
	10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	11. DINAS KEPENDUDUKAN
	12. DINAS PERHUBUNGAN
	13. DINAS KOMINFO-editan
	14. DINAS PENANAMAN MODAL
	15. DINAS KEBUDAYAAN
	16. DINAS PERPUSTAKAAN
	17. DINAS PERDAGANGAN
	18. SEKRETARIAT DAERAH
	24. SEKRETARIAT DPRD
	25. BAPPELITBANGDA
	26. BKAD
	27. BAPENDA
	28. BKD
	29. INSPEKTORAT
	30. KEC MANGUHARJO
	31. KEC KARTOHARJO
	32. KEC TAMAN
	33. BAKESBANG

	LAMPIRAN_I.4_pinal

	LAMPIRAN_II Perub SAL
	LAMPIRAN_III LO
	LAMPIRAN_IV LPE
	LAMPIRAN_V Neraca
	LAMPIRAN_VI Lap Arus Kas
	LAMPIRAN_VII pinal
	BAB I CALK
	BAB II PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO-Edit 29 Ags
	BAB III KHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN_Edit 29 Ags
	BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI-Edit 29 Ags
	BAB V PENJELASAN POS_editan_28-7-24
	BAB V.b. PENJELASAN POS_BELANJA-29 Ags
	BAB VI PENJELASAN POS_SAL-editan 29 Ags 2024
	BAB VII PENJELASAN POS_editan 29 Ags 2024
	BAB VII.b PENJELASAN POS-aset-edit 29 Ags
	BAB VIII LAPORAN OPERASIONAL-edit 29 Ags
	BAB VIII.b LAPORAN OPERASIONAL-edit 29 Ags
	BAB IX PENJELASAN POS_edit 29 Ags
	BAB X PENJELASAN POS_Perub Ekuitas-edit 29 Ags
	BAB XI INFORMASI NON KEUANGAN-edit 29 Ags
	BAB XII PENUTUP

	LAMPIRAN_VIII Piutang
	LAMPIRAN_IX Penyisihan
	LAMPIRAN_X dana bergulir
	LAMPIRAN_XI Penyertaan Modal
	LAMPIRAN_XII Aset tetap
	LAMPIRAN_XIII
	LAMPIRAN_XIV KDP
	LAMPIRAN_XV Aset lain
	LAMPIRAN_XVI Dana Cad
	LAMPIRAN_XVII
	LAMPIRAN_XVIII
	LAMPIRAN_XIX Keg yg Blm sls

	660
	60002
	60003
	60004
	60005
	60006
	60007
	60008



		2025-11-28T12:29:19+0700
	null
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




